BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ ¢ /Kpts/BPT-PS /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun
2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di
Daerah, maka perlu dilakukan koordinasi dengan
instansi/ lembaga terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang
Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5216);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 201Q
tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi
Masyarakat Asing di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang
Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing
Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data
dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Orang Asing,
Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di
Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan informasi dan
data serta masukan bagi Bupati dalam mengambil
langkah /kebijakan;

b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab
kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU melaksanakan rapat secara berkala dan bila
dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan situasi dan kondisi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
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Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI PESI)R SELATAN,
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Kabupaten Pesisir Selatan

APRI JUNAIDI, S.E., M.Si.

(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Knbupaten Pesisir Selatan)

Anggota

27.

SURIYETNA, S.Sos.
(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan

Anggota

28

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)

NINECE DEWI SYAQTI, S.E.
{Analis Kesiapsiagnan pada Badan Kesatuan

Sekretariat

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)

Zulfahmi
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan

Sekretariat

30

Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)

Nora Parnila Sari, S.M.
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan

Sekretariat
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Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)
Nadia Yolanda, S.Kom.

(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan
sa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)

Sekretariat

32

Reno Yovi Eka Putri, S.1.Kom.
(Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan)

Sekretariat

BUPATI PESIS|®) SELATAN,
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